
PENLLAIAN RESIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA BARAT

BUPATIMALUKU TENGGARA BARAT,

imbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Paaal 13 ayat (1) Peraturaji

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intem Pemcrintah, Pimpinan Instansi Pemerintah w^jib

mclakukan penilaian risiko, maka Pemerintah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat perlu menerapkan kebijakan Penilaian Risiko;

b,bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan eGsien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara,  dan ketaatan terhadap peraturan perundang -

undangan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu

melakukan  pengendalian  atas  penyelenggaraan  kegtatan

pcmetintaban;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penilaian Reaiko  Pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten

Maluku Tenggara Barat.

gmgat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Penetapan

Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra

Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun

1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Rcpbublik

Indonesia Nomor 1645);
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Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Fembentukan

Provinsi Maiuku Utara, Kabupatcn Buru, dan Kabupaten Maluku

Tenggara Sarat (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun

2000 Nomor 174, Tambahan Lemberan Negara Republik

Indonesia Nomor 3895) aebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3656);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikaaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawah Keuangan Negara (Lcmbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik Indoneaia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5589| tebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembanra Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pcngctolaan Keuangan Daerah (Lcmberan Negara

Republik Indonema Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4578);



KETENTUAN UMUM

Pasall

Daiam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara BaraL

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah  yang  menrimpin pelaksanaan urusan Pcmerintah yang  menjadi

kewenangan daerah otonom.

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman  Tata  Cara  Pengawasan   Atas  Pcnyclenggaraan

Pemcrintahan  Dacrah  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Peraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 23 Thhun

2007  tentang  Pedoman  Tata  Cara   Pengawasan  Atas

Penyelenggaraan F^merintahan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Noroor 21 Tahun 2011 tcntang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maiuku Tenggara Barat Nomor 07

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018;

14.Peraturan Bupati Maluku Tcnggara Barat Nomor 72 Tahun 2017

tentang  Penjabaran  Angj^ran  ^ndapatan  Belanja Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATl TENTANG PENILAIAN RESIKO PADA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI UNGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENOGARA BARAT.



3.Bupati adalahBupati Maluku Tenggara Barat.

4.Satuan Kcrja Perangkat Daerah yang aelaujutnya disiiigkat SKPD adalah unaur

Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahait yang

menjadi kewcnangan daerah.

5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah aetanjutnya diaingltat APBD adalah

rencana kcuangan tabunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengen Peraturan

Daerah.

6.Siatcm Pengendalian Intem adalah proaes yang intcgral pada rifdnknTi  dan

kegiatan yang dilaktik"" secara tcru menerus oleh Kepala dan selurub pegawai

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan eflsien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

barang milik Daerah don Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

?• Sistem Pengendalian Intem Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah

Sistem Pengendalian Inttrn yang dioclenggBrakan secare menyeluruh di

bngkungan Pemerintah Kabupaten Mahiku Tenggara Barat.

S. Pengawaoan intem adalah selumh proses kegiatan audlt, reriu, evaluad,

pemantauan, dan kegiatan pengawaaan lain terhadap pcnyclenggaraan tugas dan

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

kegiatan tefah seouai dengan tolak ukur yang teiah ditetapkan secare efektif dan

efiaien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan

yangbaik.

9. lnspektorat adalah aparat pengawasan intem pemerintah yang bertanggung jawab

langsung kepada Bupeti Maluku Tenggara Barat.

jo. Penilaian resiko adalah kegiatan peniiaian atas kcmungirinan kejadian yang

mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.

11.Tujuan Peran^rat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumeo Renatra

Perangkat Dacrah.

12.Saaaran Pcran^at Daerah adalah taaaren yang tercantum dalam Dokumen

Renatra Perangkat Daerah.

13.Kegiatan Pengendalian adaiah tindakan yang diperiukan untuk mengatasi risiko

yang telah diidentifikasi dalam rangka pcncapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran

Perangkat Doerah.

14.Tujuan Kegiatan adalah hasil yang dlharepkan dari suatu kegiatan pada Perangkat



cnp

15.Identifikasi Resiko adalah proses menetapkan apa, dlmaaa, kapaa, aMngapa, dan

bagalmana scsuatu dapat teijadi, sehingga dapat berdampak negatif tcrhadap

pencapaian tujnan.

16.Analisis Rcsiko adalah proaes penilaian tethadap resiko yang telah teridentifikaai,

dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya,

untuk menetapkan lcvcl atau status risikonya.

17.Rencana Tindak Pengendalian yang aelanjutnya disingkat RTP adalah Kegtatan

Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

18.Rencana Kerpa dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-

PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat  Daerah aerta

rencana pembiayaan scbagai dasar penyusunan APBD
™19, Perjanjian Itinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari

plmpinan inatansi yang lcbih tinggi kepada pimpinan inatansi yang letnh rendah
untuk melaksanakan program/ kegiatfln yang disertai dcnppin indikator kmerja.

30.Dsftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari

Kegiatan Utama perangkat daerah.

31.Daftor Resiko adalah dokumen yang berisi risiko - risiko ysng dihasilkan dari
kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

32.Dokumen RTP adalah dokumcn yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

33.Pejabat Pengelola Kcuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala

^  Perangkat daerah yang mcngclola keuangan daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan AP8D dan bertindak aebagai Bendahara Umum

Daerah.

BABII

MAK3UD DAN TUJUAN

Pasal2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat ini adalah sebsgai

acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dalam mdakukan Pentiaian

Resiko di setiap SKPD.



Penetapen T ĵuan pada tingkatan keglatan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat
(2) huruf b paling sedikit ditainiin! dengan memperhatikan ketentuan:

a.Beidasarkan poda tujuan dan rencana strategis Pemngkat Daerah;

b.Saling mektigkapi, saling menunjsng. dsn tidsk bertentangan satu dengan lainnya;

a.Strategi opentakmal yang konsiaten; dsn

b.Stratcgi manajcmcn terintegmsi dan tencana panbdan n

(1) Tt^^uan SKPD/PPKD iebagflimana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (2] humf a
memuat pemyataan dan arahan ywig spcsiflk, terukur, diutttt dicap^, realistiSp dan

terikal waktu.

* (2) Tt^^uan scbagaimana dlmaksud pada ayat (1) wajib  dikomunikasiksn kepada

seluruh pegawai.

(3)  UntukmcncapaiTupiansehagsiitmnadimaksudpadasyat(l), KepaMSKPD/PPKD

BABIfl
PENILAIAN RESDCO

Pasal3

{1)   Kepala SKPD /PPKD wsjib melakukan penilaian resiko.

(2)Dalam Penilaian Reaiko aebogaimana dimakaud pada ayat (1), Kepala SKPD
B   menetapkan:

a.Tt^uan SKPD/PPKD.

b.Tvyuan pada tingjtatan kegtatan.

(3)Penilaian rcaiko ebagaimana dimaksud pada yat (1) teidiri ataa:
a.Identifikasi resiko; dan

b.Analisia reaiko.

[2) Tt^uan dlausunnya Peraturan Bupati ini untuk:

a.Mengantisipasi dan menangani aegala bentuk icsflto iea

eflsien;dan
b.MengLdentiflkasi, mcnganalisia dan mengendalikan reaikD •

akthritaspengmdalianietiko.



cnp

(l)AnalisisRerilmseba^iinanadinwk9uddalamPtoBl3^at(3)hururb dilakssnahan

untuk menentukan tingkat dari raaiko yang telah diidcntifikasi terhadap pencapalan

Tnjuan SKPD/I^KD.

(2) Kepala SKPD/PPKD menermpkan prinsip kehati-hatlan dalam menentukan tingkst

resiko yang dapat diterima.

BABIV
^DOKUMEN PENILAIAN RESDCO

PasalS

(1) Setisp SKPD/PPKD wt̂ ib menyusun drsft dokumen Penilaian Resiko;

(2| Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) terdtri atas:

a.Daftar ti^uan kegiatan;

b.Daftar resiko;

c.Formulir analisis raatko;

d.Skala kemungkman terjadinya rasilm;

e.Skala dampak tetjadinya raaiko;

t Pormultr identifikaa celah pengendalian;

a.Menggunakan metodologi yang sesuai untuk t^juan SKPD/PPKD dan tujuan pada

tingkatan kegiatan secara komprehenslf,

b.Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari (aktor

ekstemal dan faktor intemal; dan

c Menilai faldor lain yang dapat menln^catkan reriko.

Idendfikasi Resiko sebagalmana dinutkaud dalam Paaal 3 ayat (3) huruf a pafing sedikit

c.Relevan den^tn seluruh kegiatan utama Pemerintah Daerah;

d.Mengandung unaur kritcria pengukuran;

e.Didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan

r.  MeHbatkan aeturuh tin^at pe^abat dalsm proses penetapannya.



g. Rencana TSndak Pengendalian (RTP);

h. Laporan pelaksanaan RTP;

i. Realiaasi pelaksaan RTP.

(3)Fonnat dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran I yang mcrupakan bagian tidak teipisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

(4)Draft Dokumen Pcnflaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumcn RKA SKPD/PPKD.

(5)Inspektorat  melakukan review atas  draft   dokumen penilaian resiko yang

disampaikan oleh Kepala SKPD/PPKD.

(6)Dalam hal hasil reviu aebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat perbaikan, dokumen

Penilaian rcsiko dikembalikan pada SKPD/PPKD untuk diiakukan perbaikan.

9Paaal^

(1)Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat

berdasarkan tata cara pengisian Dokumen Penilaian Resiko.

(2)Tata cara pengisian dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini

Pasal 10

(1)Dokumen PenOaian Resiko hasil review Inspektorat sebagaimana dkoaksud dalam

pasal 8 ditandatangani oleh Kepala SKPD/PPKD.

(2)Dokumen Penilaian Resiko yang telah direviu sebegaimana dimaksud pada ayat (1)

diserabkan kepada Bupati melalui Inspektorat.

(3)Kepala SKPD/PPKD menyampaikan Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari

tahun berikutoya.



b.Pendidikan dan latihan;

c.Pembimbingan dan konsultaasi;

d.peningkatfln kompetensi auditor Aparat Pengawasan lntera Pemerintsh Daerah.

BABVn

PEMBIAYAAN
Pasall3

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Beianja Daerah.

(l)P.
meialui Inspektorat

(2)Pengawasan pclaksanaan pengendalian Reaiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.Audit;

b.Reviu;

c.Evaluasi;

d.Pemantauan;

k  e. Kegistan pengawasan lainnya.

(3)Pembinaan pelaksanaan pengendelian resiko aebagaimana dimakaud pada ayat (1)

BABV

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)Dokumen Pcnilaian Resiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai di SKPD.

(2)Kepala SKPD/PPKD melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen Peniiaian

Resiko.

(3)Pada akhir  tahun anggaran, Kepala SKPD/PPKD wajib membuat  laporan

Pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

(4)Pelaksanaan RTP dieveiuasi oleh Inspektorat

(5)Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Kepaia SKPD.

BABVI
^PENOAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasall2



PTTER3ON RANOKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENOOARA BARAT
TAHUN 2018 NOMOR

8EKRETARI8 DAERAH KABUPATEN MALUKU TENOGARA BARAT,

~h^—
4-^j—

PARAF KOOROIN^^SI

pBraturan Bupati fai mulat beriaku pada tanggal diundangltan.

Agar aetiap orang mengetafalfaya^ memerintahkan pengundangan Peraturan Bupoti fai

dcngEUt pencmpatannya dalatn Bcrita Dacrah Kafaipaicn Matuku Ten^^ara Barat-

BABVm
KETENTUAN PENUTUP
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2.Mengidentifikaai Kegiatan Utama SKPD.

Kegiatan Utama SKPD pada daaarnya depat diidentifikaai dalam
dokumen-dokumen berikut ini:

1] RencanaKerjaPembangunanDaerah;

2)Rencana Strategis SKPD;

3)RenjaSKPD;

4)Dokumen Perjanjian Kinetja;

5)Laporan Kineija SKPD.

3.Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama SKPD

Langkah kerja Penyusunan Tv^uan Kegiatan Utama pada SKPD adalah

sebagai berikut;
a.Kepala SKPD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko

menginstruksikan aecara tertulis kepada seluruh pejabat struktural

di bawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan ataa Kcgiatan pada

mssing-masing unit bidang/bagian di SKPD;

b.Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan ataa Kegiatan Utama pada

masing-masing unit  dilakukan dengan melibatkan sebanyak

mung^cin peisonil di masing-masing untt yang memahami Kegiatan

UtamaSKPD;
c.Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di

maaing-masing unit diutamakan meialui Focus Group Discusion

(FGD);
d.Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-

masing unit ditandatangani oleh maaing-masing Pejabat eseion 3

untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Perangkat Daerah;

e.Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihaaiikan di

masing-masing unit kemudian dibahas di tingkal pimpinan SKPD
untuk dilakukan perbaikan;

f.Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yai^ sudah diperbaild

ditandatangani oleh masing-masing pejabat esclon 3 dan kepala

SKPD;
g.Dokumen Daftar  Tt^uan, bcrsama dengan Daftar Resiko dan

Dokumen RTP merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana

Kerja dan Anggaran SKPD yang diserahkan kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah.



c.Dokumen hasil pen^awasan oleh Inspekjnrat Kabupaten Mahiku

Tenggara Barat dalam beberapa tahun terakh^

d.Penanganan kaaue oleh instanai penegak hukum;

e.Laporan masyarakat/LSM; dan

f.Infbrmasi dah pegawai di SKPD yang beraangkutan.

Langkah kerja identifikasi rem^^

Kepala SKPD sebagai penanggung jawab penetapan Penilaian Resiko
menguistruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat atruktural di

bawahnya untuk menyueun Daftar Resiko atas Kegiatan di masing-

masingunit:

a.kegifltan penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan di masing-mflsing

unit dilakukan dengan raelibatkan sebanyak mungkin peraonil di
masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat

Daerah;

b.mekanisme penyusunan Daftar Resiko atss Kegiatan di masinfr

maatng unit diutamakan melalui Fbcus Oroup Diseusion;

c.Daftar Resiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-

masing unit ditflndatangani oleh roasing-masing Pejabat eselon 3

untuk dikumpuikan di Sekretaris /Kepala Bagian pada Perangkat

Daetah;*

>. Tahapan Penyusunan Daftar Koriko atas Kegiatan utama SKPD.

Kegialan pada tahapan ini akan menghaailkan Daftar Riaiko atas Kegiatan

Utama SKPD sebagoimana Form 2,

Tahapan Penyusunan Daftar Resiko atas kegiatan utama SKPD terdM dari

keglatfln:

1. MengidentifikasiresilroyiiogdihadapidalamkegiatanutamaSKPD.
IdentiSkaai reatko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan,

mengapa, dan bagaimana aeauatu dapat  teijadi, tehingga dapat

berdampak negatif tcihadap pencapaian tuiuan/aaaaran SKPD/sasaran

Salah satu aspek penting dalam identifikam mriko adalah memperoleh

dota resiko sebanyak- banyaknya baik Resiko intenud maupun resiko

eksternal.

Data resiko dapat dipcroleh melahji:

a.Dokumen hasil  pemeriksaan oleh BPK dalam bebentpa tahun

terakhir;

b.Dokumen baeil pen^wsaan oleh BPKP dalam befaerapa tahun



d.Dokumen Daftar Rrasiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan tfi

masing-masing unit  kemudian dibahas  di  tingkat  pimpinan

Fcrangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;

e.Dokumen Daftar Reaiko ataa Kegiatan Utama yang sudab diperbaiki

ditandatangani oleh masing-maaing pejabat eaeton 3 dan kcpala

Ferangkat Daerah;

t Dokumen Dafiar Rcaiko, bersama dengan Daftar Tujuan dan

Dokumen RTP, merupakan kelengkapan atas Dokumea Rencana

Keija dan Angganm yang diaerabkan kepada Tbn Anggaran

Pemerintah Daerah.

C. Tahapan Fenyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Tahap penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adatah tahap

menuangkan rencana tindak datam suatu dokumen yang memperiihatkan

prioritas penanganan rcaiko yang dihaailkan dari tahapan sebehunnya.

Tahapenini terdiri dari kegiatan:

1.Menranafiaia resiko yang tcridentifikasL

Resiko yang dihasilkan dari tahapan Identifikaai Reaflm selatyutnya
dii^.tf.lran  analisia  nraiko.  Anaiisis  Resiko  untuk  mengetahui

levei/tingkat   resiko  yang dihasilkan dari besaran kemunglrinan

terjadinya risiko dan dpmp^k yang dihasill^n dari tmjadinya icsiko

tersebut.

Anaiisis Resflco menggunakan fonnufir Anafiaia Resflm aeba^hnana

Matriks Tingkat Kemungkinan teijadinya rcaiko dapat dflfiiat pada Form

4. Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasflkan dari teijadinya
reaiko dapat dilihat pada Form 5.

Anatisis Resiko penting untuk mengetahui lewji/tingkat resflto dan

prioritas penanganan resiko oteh 3KPD.

2.Mengcnali Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan ini bertnjuan mendokumentasikan apa yang teiah dibuat

(ada/terpesang) oleh SKPD dalam mengendalikan resiko yang
teridentifikaai.

3.Mengevaiuaai ^^ngendidian yang Ada/Terpasang

Tahapan aelanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang

telah dibuat (ada/terpctsang) untuk mengelola reaiko tertentu sudah

oukup dan efektif.



Ada kcrauogkinan bahwa pcngendalian yang sudah dirancang dengan

baik namun tidak dapat bcijaian/bekerja efektif sehagsimnnn ttyuan

yang diinginkan. Evahjasi atas efektilitas peogendalian peHu dilakukan

untuk menentukan apakah ketidakefektiian tersebut disebabkan

ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau pcrmasalahan

pada saat pelakaanannya.

Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang teridentifikaai :

a.Pengendalian sudah ada twmun tidak sesuai dengan peraturan di

atasnya.

b.Pengendalian sudah ada namun behim njerailild/d )̂abarkan ke

dalam prosedur baku.

c.Pengendalian beium ada sama sekaii maka pertu dlbuet/disusun

Pengendalian terkait

d.Pengendalion sudah ada, telah memiliki/dijabaikan ke dalam

prosedttr baku, namun belum diloksanakan

4.Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian

Ungkah selanjutnya setclah celah pengcndahan yang ada dapat

diidentifikaai adalah mengidentifikasi kegiatan pcngendsiian yang cocok

dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus

mempertlmbangkan coat and benefit dan tidak menimbulkan prosea

kegjatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus mclekat di

dalam pmaes bisnis).

Formulir yang digunalom untuk kegistsn pada angka 2 sampai dengan

anggka 4 ada pada Form 6.

5.Penyuounan Dokumen RencanaTindak Pengendalian.

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian rcsiko dapat

tendentifikasi lahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen Rencana

Tindak Pengcndalian.

Langkah keija Pet^Tistman Dokumen Rencana Tindak Pengendeiian

a. Kcpaia SKPD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian

Resiko mengmatruksikan secara tertulis kepada seturuh pejabat

strukturai  dl bawahnya untuk mcnyusun Rencana T^ndak

Pengendalian atas ke^atan utama di masing-masing unit;



b.Kegiatan penyusunan Kencana Ttndak PengendaKan ataa kcgiatan

utama di masing-masing unit  dilaktikan dengan melibatkan

sebanyak mungkin peraonil di masing-maaing unit yang memahami

Kegiatan UUtma SKPD, Reaiko ataa kegiatan Utama dan cara

penanganan reaiko;

c.Mekanisme  penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ataa

Kegiatan di masuig-tnaaing unit dtutamakan melahii Focus Oroup

Discusion;

d.Dokumcn Rencana Tindak Pengendalian yang dihaailkan di maaing-

mnaing unit ditandatangani oteh raasuig-masing Pejabat eselon 3

untuk dikumpulkan di Sekretaria SKPD;
e.Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasitkan di maaing-

mjatnp unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan SKPD untuk

dilakukan perbaikan;

f.Dokumen hasil analisis Resiko atas Kegiatan yang sudah dlperbaild

aelanjutnya ditandatnngani oleh masing-masing pejabat eaelon 3

dan kepala SKPD; dan
g.Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, bersama dengan Daftar

Titjuan dan Daitar Resiko merupakan kelengkapan atas Dokumen

Rencana Keija dan Anggaran Perangkat Daerah yang diacrahkan

kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Ponnulir Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Form 7.

D. Tahnpan Revhi Dokumen Pcnilaian Resiko olch InspektoraL

1.Dokumen Penilaian Resiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar

Resiko dan Dokumen Rcncana Tindak Pbngendalian merupakan

kelengkapan dari dokumen Rencana Keija dan Anggaran Perangkat

Daerah yang diaerahkan oleh Kepala SKPD kcpoda Tlm AnggHian

Pemerintah Daerah;
2.tnspektorat, bersamaan dengan kegiatan Review atas Rencana Kerja

dan Anggaran Perangkat Daerah juga melakukan reviu atas Dokumen

Penilaian Resiko;

3.Hasil neview dari Inspektorat dijadikan daaar sebagai perbaikan ataa

Dokunten Penilaian Resiko;

4.Draft  Dokumen Penilatan Re^^ko dapat diperbaiki aeauai dengan

pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belapfa Dacrah

menjadi Anggaran Pendapatan dan Belapja Daerah.



SE3CRETARIS DAERAH KABUPATEN UALUKU TENOOARA BARAT

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan review

untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Tindak Pengendalian telah

diiaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat

perbaikan atas Dolnimen Rencana Tindak Pengendaiian.

IV. KVAWAEIATAS PELAKSAKAAH HESCAKA TIMOAK PEMOEKOAUAK

Ev

in

E.T^hapanPWtyendanDokunHmRenilaianItesikokepadeWalikota

1.Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, aelunih

Kepala SKPD harus memfinalkan Dokumen Penilaian Resiko yang akan

diserahkan kcpada Walikot;

2.Dokumen penilaian Reaiko yang dhandatangani oleh Kepala SKPD
diseiahkan kepada Wahkota melahii Inspektorat.

3.Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko  dilakttanakan pada saat

penandatangan  Dokumen Petjanjian Kinerja  Kepala 9KPD yang

dilakukan paling tambat  1  bulan eetelah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran diterima oleh Kepala SKPD.

D. PELAK8AHAAH RSHCAKA THDAK PKKOBKD AllAH

-Dokumen Penilaian Resiko  harua  scgera dikorounikasikan kepada

eebanyak mungkin pegawai pada SKPD.

-Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak

Pengendalian menjadi acuan pelakaanaan atas Kegiatan Utama SKPD.

-SKPD wajib mernbuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian

yang ditujukan kepada WalikoU melalui Inspektorat paling lambat akhir

bulan Febmari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan Porm 8 dan 9.

HL PKMAKTAIIAlf/RSVIU  ATAS


